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ABSTRAK 
 ABD RAHMAN RAZAK (B 111 06 172), Analisis Hukum 
Terhadap Kedudukan Komisi Transparansi dan Partisipasi 
Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulewesi Selatan, dibimbing 
oleh Aminuddin Ilmar dan Naswar Bohari. 
Penelitian ini bertujan untuk menjelaskan dan memahami 
tentang kedudukan Komisi Transparansi dan Partisipasi dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia. 
Data penulis peroleh kemudian diolah dengan analisis 
hukum (normatif), yaitu dengan analisis langsung terhadap buku - 
buku dan Peraturan Daerah yang menjadi dasar landasan 
pembentukan komisi trasparansi dan partisipasi yang kemudian 
digunakan sebagai bahan hukum premier. 
Berdasarkan analisis normatif terhadap Sistem 
Ketatanegaraan Idonesia dan Peraturan Daerah Tentang Komisi 
Transparansi dan Partisipasi Maka Penulis Berkesimpulan bahwa 
kedudukan Komisi Transparandi dan Partisipasi dalam Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia adalah suatu lembaga Negara yang 
berkedudukan di daerah yang berfungsi dalam menjembatani 
masyarakat dan pemerintah daerah dalam menciptakan 
komunikasi dua arah diantaranya yang bersifat independen. 
Komisi Transparansi dan Partisipasi yang merupakan alat untuk 
menciptakan pemerintahan yang baik (good governace). Dalam 
pemahamanya, kududukan Komisi Transparansi dan Partisipasi 
seringkali dipertanyaan karena tidak memiliki cantolan atas 
perarturan yang lebih tinggi yang mengatur tentang lembaga 
independen di daerah dan kurangnya pembahasan tentang 
lembaga independen di daerah yang dibahas dalam ilmu 
ketatanegaraan Indonesia. 
Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan perlunya 
diatur dalam Peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya dan 
yang menjelaskan dan mengatur tentang lembaga independen di 
daerah sehingga tidak terjadi gradasi dan upaya untuk mereduksi 
fungsi dan kewenangan Komisi Transparansi dan Partisipasi agar 
mampu menjadi lembaga yang dipahami secara konstitusi dan 
akademisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 
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A. Latar Belakang 
Bergulirnya reformasi untuk menuju supremasi hukum, 
penegakan hukum merupakan salah satu cara utama yang harus 
dikokohkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan 
yang bersih dan berwibawa. Dalam perkembangan dunia modern 
yang serba cepat, kegiatan-kegiatan pembangunan tidak dapat 
menunggu samapai dengan terwujudnya tatanan pemerintahan yang 
ideal dan terciptanya sistem hukum yang komprehensif. 
Pembangunan menuntut segera adanya aturan-aturan hukum yang 
melandasi segala kegiatan, dan hal-hal baru yang ditimbulkan oleh 
pembangunan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri, sehingga 
dalam waktu yang relatif singkat, mampu menciptakan hukum baru 
yang langsung dibutuhkan guna melandasi kegiatan pembangunan.  
Olehnya itu Pemerintah Daerah mempunyai dasar hukum untuk 
menyusun dan melahirkan sebuah Persaturan Daerah tentang  
transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan Nomor 5 tahun 
2005 di Kabupaten Bulukumba. 
PERDA ini memberikan jaminan secara hukum bagaimana 
masayarakat dapat memperoleh haknya dalam mendapatkan 
informasi dari pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam 
penyelenggaraan pemerintahan atau pembangunan. PERDA ini 
cukup menguntungkan masyarakat sipil sebagai asumsi dalam 
rangka turut berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah derah. 
Demikian pula dalam mendorong transparansi kebijakan pemerintah 
daerah sebagai salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang 
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baik, masyarakat sipil dapat menjadikan PERDA ini sebagai senjata 
untuk mengakses dokumen-dokumen publik yang oleh pemerintah 
selama ini dianggap sebagai rahasia negara. Keunggulam dalam 
PERDA ini juga adalah dilembagakannya Komisi Transparansi dan 
Partisipasi yang anggotanya terdiri dari masyarakat sipil. Komisi ini 
bertujuan untuk mengawali PERDA transparansidan partisipasi 
dalam implementasi agar dapat berjalan dengan baik.  
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B. Lembaga Negara 
Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari 
perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau 
yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Non Pemerintah yang 
dalam bahasa Inggris disebut Non-Government Organization 
(NGO’s). Oleh sebab itu lembaga apa saja yang dibentuk bukan 
sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga 
negara. Lembaga negara itu dapat dapat berada dalam ranah 
legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran. 
Menurut Jimly Asshiddidqie (2006 : 32) lembaga apa saja yang 
dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut 
sebagai lembaga negara. Lembaga negara itu dapat berada dalam 
ranah legislatif, eksekutif, yudikatif. Seperti diuraikan di atas, baik 
pada tingkat nasional atau pusat maupun daerah, bentuk-bentuk 
organisasi negara dan pemerintahan itu dalam perkembangan 
dewasa ini berkembang sangat pesat. Karena itu, doktrin trias 
politica. Tokoh Montesquieu yang mengandaikan bahwa tiga fungsi 
kekuasaan negara selalu harus tercermin di dalam tiga jenis organ 
negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan. 
Seringkali sangat sulit melepaskan diri dari pengertian bahwa 
lembaga negara itu selalu terkait dengan tiga cabang alat-alat 
perlengkapan negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 
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Seakan-akan, konsep lembaga negara juga selalu harus terkait 
dengan pengertian ketiga cabang kekuasaan itu.  
Menurut Jimly Asshiddidqie (2006 : 36) dalam membanding 
pendapat  Montesquieu dan C. _an Vollenho_en mengatakan 
bahwa Sebelum Montesquieu, di Perancis pada abad ke-XVI, yang 
pada umumnya diakui sebagai fungsi-fungsi kekuasaan negara itu 
ada lima. Kelimanya adalah (i) fungsi diplomacie; (ii) fungsi 
defencie; (iii) fungsi financie; (iv) fungsi justicie; dan (v) fungsi 
policie. Oleh John Locke di kemudian hari, konsepsi mengenai 
fungsi kekuasaan negara itu dibaginya menjadi empat, yaitu (i) 
fungsi legislatif; (ii) eksekutif; (iii) fungsi federatif. Bagi John Locke, 
fungsi peradilan tercakup dalam fungsi eksekutif atau pemerintahan. 
Akan tetapi, oleh Montesquieu yang mempunyai latar belakang 
sebagai hakim, fungsi yudisial itu dipisahkan tersendiri, sedangkan 
fungsi federatif dianggapnya sebagai bagian dari fungsi eksekutif. 
Karena itu, dalam trias politica Montesquieu, ketiga fungsi 
kekuasaan negara itu terdiri atas (i) fungsi legislatif; (ii) fungsi 
eksekutif; dan (iii) fungsi yudisial. 
Sementara itu, sarjana Belanda, C. _an Vollenho_en 
mengembangkan pandangan yang tersendiri mengenai soal ini. 
Menurutnya, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu terdiri atas empat 
cabang yang kemudian di Indonesia biasa diistilahkan dengan catur 
praja, yaitu (i) fungsi regeling (pengaturan); (ii) fungsi bestuur 
(penyelenggaraan pemerintahan); (iii) fungsi rechtsspraak atau 
peradilan; dan (iv) fungsi politie yaitu berkaitan dengan fungsi 
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ketertiban dan keamanan. Sedangkan Goodnow mengembangkan 
ajaran yang biasa diistilahkan dengan di praja, yaitu (i) policy 
making function (fungsi pembuatan kebijakan); dan (ii) policy 
executing function (fungsi pelaksanaan kebijakan). Namun, 
pandangan yang paling berpengaruh di dunia mengenai soal ini 
adalah seperti yang dikembangkan oleh Montesquieu, yaitu adanya 
tiga cabang kekuasaan negara yang meliputi fungsi legislatif, 
eksekutif, dan yudisial. 
 
C. Pemahaman Tentang Lembaga Daerah 
Menurut Jimly Asshiddiqie (2006 : 43) Lembaga negara 
terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga 
pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada 
yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh 
UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari 
UU, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan 
Keputusan Presiden. Hirarki atau ranking kedudukannya tentu saja 
tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD 
merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan 
UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena 
keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat 
perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. 
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Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi 
kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi 
tingkatannya. 
Ditingkat pusat, kita dapat membedakannya dalam empat 
tinkatan kelembagaan, yaitu: 
1. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD yang 
diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan UU, 
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan 
Keputusan Presiden. 
2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang 
yang diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau 
dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan 
Keputusan Presiden. 
3. Lembaga yang dibentuk berdasarkann Peraturan 
Pemerintah atau Peraturan Presiden yang ditentukan 
lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. 
4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri 
yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri 
atau Keputusan Pejebat dibawah Menteri.  
Lembaga negara pada tingkatan konstitusi misalnya adalah 
Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kewenangannya diatur dalam 
UUD, dan dirinci lagi dalam UU, meskipun pengangkatan para 
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anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagai 
pejabat administrasi negara yang tertinggi. 
 
D. Pemerintahan Daerah 
1. Konsep Pembentukan Pemerintahan Daerah 
Sebelum memasuki pembahasan tentang konsep pemerintahan 
daerah, terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan 
istilah pemerintahan itu sendiri. Syaukani HR, Affan Gaffar dan 
Ryaas Rasyid dalam bukunya Otonomi Daerah Dalam Negara 
Kesatuan (2002 : 233) mengatakan bahwa pemerintahan adalah 
kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan 
dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan 
pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta 
membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun 
dengan negara lain. Di tingkat lokal tentu saja membina hubungan 
dengan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang 
lainya. 
Dalam implementasinya telah dikenal dua bentuk daerah yaitu 
daerah dalam arti otonom dan daerah dalam arti wilayah. Daerah 
dalam arti otonom yaitu daerah sebagai pelaksana asas 
desentralisasi. Daerah otonom merupakan daerah yang berhak 
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menurut undang-
undang. Sedangkan daerah dalam arti wilayah, yakni daerah 
sebagai pelasksana asas dekosentrasi. Daerah wilayah yang 
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dimaksud adalah daerah wilayah administratif, yaitu wilayah jabatan 
atau wilayah kerja menurut undang–undang. 
 
2. Dasar pembentukan Pemerintahan Daerah 
Dari awal kemerdekaan, pelaksanaan pemerintahan daerah 
merupakan bentuk realisasi amanat yang tertuang dalam salah satu 
pasal UUD 1945, yaitu Pasal 18. Jadi memang merupakan suatu 
tekad lama yang telah diberikan oleh The Founding Fathers 
Indonesia, agar pemerintahan daerah menjadi bagian dari sistem 
pemerintah Indonesia. Sebelum diamandemen Pasal 18 UUD 1945 
menegaskan tentang sistem pemerintah daerah sebagai berikut ;  
“Pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan 
daerah kecil, dengan bentuk susunan pemerintahanya 
ditetapkan dengan undang-undang , dengan memandang 
dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem 
pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul daerah yang 
bersifat istimewa.” 
Setelah amandemen yang keempat , Pasal 18 UUD 1945 
mengalami beberapa perubahan. Ketentuan Pemerintahan Daerah 
selanjutnya diatur dalam BAB VI yang terdiri dari Pasal 18, 18Adan 
18B. Dengan adanya amandemen tersebut maka daerah besar dan 
daerah kecil menjadi jelas. Daerah besar adalah provinsi sedangkan 
daerah kecil adalah kabupaten/kota dan desa atau dengan nama 
lain. Hal lain yang lebih jelas lagi adalah bahwa penyebutan secara 
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eksplisit , bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah 
baik provinsi, kabupaten/kota berdasarkan asas otonomi dan 
pembantuan. Yang dimaksud di sini adalah asas desentralisasi dan 
medebewind. 
Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan dengan sistem 
desentralisasi. Dalam negara kesatuan kedaulatan negara adalah 
tunggal, tidak tersebar pada negara-negara lain seperti dalam 
negara federal. Karena itu, pada dasarnya sistem pemerintahan 
dalam negara kesatuan adalah sentralisasi, atau penghalusanya 
adalah dekosentrasi. Artinya pemerintah pusat memegang 
kekuasaan penuh . Namun karena negara Indonesia sangatlah luas 
dan beragam maka penyelenggaraan pemerintahannya tidak 
diselenggarakan secara sentralisasi tapi desentralisasi. Dalam UUD 
Pasal 18 ditegaskan bahwa pemerintah terdiri atas pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. 
 
3. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Dalam Penyelenggaraan pemerintahan didalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, ada beberapa asas yang digunakan ;  
a. Disentralisasi 
Desentralisasi sendiri berasal dari bahasa latin 
yaitu de yang berarti lepas dan Centrum yang berarti 
pusat. Dengan demikian maka desentralisasi berarti 
melepas atau menjauh dari pusat. Hoogerwerf 
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sebagaimana dikutip oleh Sarundajang mengemukakan 
bahwa  
“Desentarlisasi ada pengakuan atau sebagian 
penyerahan wenangan oleh badan – badan umum yang 
lebih tinggi kepada badan – badan umum yang lebih 
rendah secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan – 
pertimbangan sendiri mengambil keputusan pengaturan 
dan pemerintahan, serta struktur kewenagan yang terjadi 
dari hal itu” 
Desentralisasi adalah peralihan kewenangan dari 
lingkungan pemerintah pusat ke lingkungan pemerintah 
daerah untuk mengatur dan mengurusi daerahnya 
berdasarkan kondisi riil yang mengitarinya. 
b. Dekosentrasi 
Dekosentralisasi adalah pelimpahan wewenang 
administratif dari pemerintah pusat kepada pejabatnya 
yang berada pada wilayah negara di luar kantor pusatnya. 
Dalam konteks ini yang dilimpahkan adalah wewenang 
administrasi belaka bukan wewenang politis. Wewenang 
politis tetap dipegang oleh pemerintah pusat. 
Menurut Walfer yang dikutip kembali oleh Soehino 
(2003 : 63) menjelaskan bahwa dekosentrasi adalah 
pelimpahan wewenang pada pejabat atau kelompok 
pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat dalam 
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wilayah administrasi.Sedangkan Henry Maddick 
menjelaskan dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang 
untuk melepaskan fungsi – fungsi tertentu kepada pejabat 
pusat yang berada di luar kantor pusat. Oleh karena itu 
dekosentrasi hanya menciptakan local state government 
atau field administration/ wilayah administrasi. 
c. Tugas Pembantuan  
Menurut Bagir Manan (1994 : 85) selain asas 
disentralisasi dan dikosentrasi, dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah di Indonesia dikenal juga dengan 
apa yang disebut dengan asas pembantuan 
(madebewind). Di Negara Belanda medebewind diartikan 
sebagai pembantu penyelenggaraan kepentingan-
kepentingan dari pusat atau daerah-daerah yang 
tingkatanya lebih atas oleh perangkat daerah yang lebih 
bawah. Tugas pembantuan diberikan oleh pemerintah 
pusat atau pemerintahan yang lebih atas kepada 
pemerintah daerah di bawahnya berdasarkan undang-
undang. Oleh karena itu, medebewind sering disebut juga 
dengan sertatantra/tugas pembantuan. 
 
E. Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah 
1. Konsep Good Governance 
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Menurut  Sedamayanti (2003 : 4) kepemerintahan yang 
baik (goog governance) merupakan isu sentral yang paling 
mengemuka dalam pemerintahan. Dikerenakan adanya 
tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada 
pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik 
adalaha sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan 
dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh 
globalisasi. 
Adanya good governance ini timbul karena adanya 
penyimpangan dalam penyelenggaraan demokratisasi 
sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk 
menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengawasi 
jalanya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan 
semula. Tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara 
yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan 
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan 
negara dan pembangunan dapat diwujudkan dengan 
mempraktekan good governance. 
 
F. Konsep dan pengertian Transparansi dan Partisipasi 
1. Konsep dan Pengertian Transparansi 
Menurut Taliziduhu Ndraha (2003 : 85) Transparansi 
berarti keterbukaan (opennsess) pemerintah dalam 
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memberikan informasi dalam memberikan informasi yang 
terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik 
kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah 
berkewajiban memberikan informasi-informasi yang 
akandigunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-
pihak yang berkepentingan. 
Transparansi pada akhirnya akan 
menciptakanhorizontal accountability antara pemerintah 
daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan 
daerah yang bersih, efektif, efisien , akuntabel dan responsif 
terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. 
Transparansi adalah prinsip yang menjamain akses atau 
kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi 
tentang penyelenggaraan pemerintahan , yakni informasi 
tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaanya 
serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Meutiah Gani (2000 : 
151) Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi 
pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi 
adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah 
yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi 
diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, 
toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. 
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Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu ; (1) 
salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada 
rakyat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan 
dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan 
mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan 
nepotisme (KKN). 
2. Konsep dan Pengertian Partisiasi 
1. Terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan 
pemahaman masyarakat terhadap proses 
pengambilan keputusan pemerintah, dan 
2. Keterbukan informasi pemerintah yang lebih baik 
untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam 
meperluas pemahaman komprehensif terhadap 
suatu isu. 
Partisipasi mengurangi kemungkinan terjadinya konflik 
dalam menerapkan suatu keputusan dan mendukung 
penerapan akuntabilitas, serta mendorong publik untuk 
mengamati apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pertisipasi 
publik tercermin dalam: 
1. Kesepatan untuk melakukan kajian terhadap 
rancangan keputusan; 
2. Kesempatan untuk memberikan masukan; dan 
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3. Tanggapan terhadap masukan publik dari 
pengambilan keputusan, dalam hal ini pemerintah 
 
G. Kedudukan Komisi Transparansi dan Partisipasi Dalam Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia. 
Komisi Transparansi dan Partisipasi sebagai suatu 
lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2005 tentang Komisi Transparansi dan 
Partisipasi di kabupaten Bulukumba. Seperti yang dijelaskan oleh  
Jimly Asshiddiqie (2006 : 50) lembaga negara dapat 
diklasifiksaikan dengan cara melihat dasar pembentukan 
lembaga negara tersebut. Komisi Transparansi dan Partisipasi 
lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah 
(perda).Dalam memahami kedudukan Komisi Transparansi dan 
Partisipasi sebagai lembaga negara ditingkat Kabupaten/Kota 
yang dibentuk oleh peraturan daerah (perda) dapat dilihat dari 
struktur pembentukan lambaga negara di daerah yang lebih 
tepat disebut sebagai lembaga daerah. 
komisi transparansi dan partisipasi ini berkedudukan di 
kabupaten bulukmba sebagai lembaga daerah yang dibentuk 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 di 
kabupaten Bulukumba  atau diatur dalam peraturan daerah, 
maka kata pemerintahan daerah yang dimaksud disini adalah 
pemerintahan yang berkedudukan di kebupaten. 
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Tugas Komisi Transparansi dan Partisipasi dalam 
menjembatani pemerintah daerah dengan masyarakat dalam 
pengambilan kebijakan serta kewenangan Komisi Transparansi 
dan Partisiapasi dalam mengakses dokumen-dokumen yang 
dianggap dapat menciptakan transparansi dipemerintahan demi 
terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance).  
Dengan melihat kewenangan yang diberikan kepada 
pemerintah daerah, dapat dipahami bahwa kedudukan 
Komisi Transparansi dan partisipasi sebagai lembaga 
independen  
 kedudukan  Komisi Transparansi dan Partisipasi 
merupakan lembaga independen yang bertugas 
memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam 
wadah Negara Kesatuan RI. Keberadaan lembaga ini 
antara  lain bertujuan untuk meningkatkan atau menambah 
akses kelembagaan bagi penyampaian dan perjuangan 
aspirasi dan kepentingan daerah dalam pengambilan 
kebijakan ditingkat nasional. Disamping itu juga mendorong 
lebih cepat berlangsungnya pembangunan dan terwujudnya 
kemajuan daerah-daerah. Keberadaan Komisi transparansi 
dan Partisipasi ini untuk memperkuat ikatan pemerintah 
dan rakyat  dalam bingkai Negara Kesatuan RI.  
 
 
 
xx 
H. Bagaimana Bentuk Perwujudan Transparansi dan Partisipasi 
Dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Bulukumba. 
Keberhasilan Komisi Transparansi dan Partisipasi dapat 
dilihat dari berbagai tahapan, yang pertama dari respon 
masyrakat terhadap Komisi Transparansi dan Partisipasi, dari 
hasil penelitian yang ada dilapangan penulis mendapatkan 
respon masyarakat yang cukup baik dan positif dan begitu pula 
dengan lembaga lain seperti pers dan LSM dimana terjadinya 
kerjasama yang baik diantaranya yang menjadikan Komisi 
Transparansi dan Partisipasi dapat leluasa dalam melaksanakan 
tugas karena adanya dorongan dari masyarakat dan lembaga 
lain yang dekat dengan masyarakat. 
Kerjasama tersebut terlihat jelas dalam pembagian 
informasi yang bertujuan untuk kepentingan rakyat. Informasi-
informasi yang dimaksud disini ialah informasi yang berhubungan 
dengan kinerja pemerintah daerah kabupaten bulukumba, 
DPRD, dan masyarakat 
Tapi dibalik semua kesuksesan Komisi Transparansi dan 
Partisipasi dalam mendorong pemerintahan yang baik tidak 
semulus yang diharapkan, tentang hambatan yang di hadapi 
oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi dalam pelaksanaan 
tugasnya pastilah ada. 
Kinerja Komisi Transparansi dan Partisipasi diawal-awal 
pembetukannya sesuai dengan semangat yang dtitipkan oleh 
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peraturan daerah tentang transparansi dan partisipasi di 
kabupaten bulukumba memang sangatlah baik, tapi setelah 
berjalaan selama setahun Komisi Transparansi dan Partisipasi 
harus mengalami kendala besar, bukan hanya dari keadaan 
birokrasi yang korup, Komisi Transparansi dan Partisipasi juga 
harus menghadapi masalah internal seperti anggaran yang 
dibutukan Komisi Transparansi dan Partisipasi dalam 
melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan apa yang 
didapatkan oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi. 
Dengan alasan bahwa dana atau anggaran untuk Komisi 
Transparansi dan Partisipasi tidak ada dalam pembahasan 
anggaran dan masih dalam proses untuk maemasukan Komisi 
Transparansi dan Partisipasi sebagai lembaga yang berhak atas 
APBD dalam melaksanakan tugasnya. 
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